PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/69/Kp.02.1/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang . a Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengelolaan tempat parkir yang
menunjang keamanan dan ketertiban parkir kendaraan dilingkungan kantor
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021 perlu ditunjuk Petugas Parkir.
b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas sebagai Petugas Parkir pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan ketiga atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 21956 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya.
4. Un)(;ang-undang Nomor 15 Tahun 1980 tentang Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR PADA PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH TAHUN 2021.

Kesatu - Mencabut Keputusan Sekretaris Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W9-
A9/72/Kp.02.1/1/2020, tanggal 02 Januari 2020 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti
dengan Keputusan Nomor W9-A9/69/Kp.02.1/1/2021, tanggal 04 Januari 2021.

Kedua . Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rusman Oklaviardi dan Nasrul sebagai Petugas Parkir
pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
Ketiga :  Tugas dan tanggung jawab Petugas Parkir sebagai berikut :

a. Mengarahkan dan mengatur parkir kendaraan yang masuk pada lingkungan
Pengadilan Agama Muara Labuh.

b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di lingkungan
Pengadilan Agama Muara Labuh.

c. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan parkir kepada Sekretaris Pengadilan
Agama Muara Labuh.

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan
perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima :  Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya




